SALINAN

KOTA DEPOK

BERITA DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2022
WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan
Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun
2021, Nomor HK.01.08 / MENKES/6678/2021, Nomor 443-
5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19), telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019;

b. bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022
tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4
(Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19), maka Peraturan Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6236);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4828) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan
Pendidikan Aman Bencana;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID-19);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14);



Menetapkan

19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara
Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra
Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan,
Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019;

20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP

MUKA TERBATAS DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE

2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Wali Kota Depok

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Masa Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022

Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat

yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PTM Terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan
dengan  protokol kesehatan yang ketat dan
membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam
rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

(la) Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk
mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
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(2) Pelaksanaan PTM Terbatas mengikuti level PPKM Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Wali Kota ini.

(3) Pengaturan pelaksanaan PTM Terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan huruf A angka 1 Lampiran II, diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan yang berada pada PPKM level 1 atau
PPKM level 2, dilaksanakan pembelajaran tatap muka
terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PPKM Level 1:

1) setiap hari;

2) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari
kapasitas ruang kelas; dan

3) lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran
per hari, dengan pengaturan untuk PAUD, SD, dan
sederajat 3 (tiga) jam pelajaran per hari, serta SMP,
SMA, dan sederajat 4 (empat) jam pelajaran per
hari.

b. PPKM Level 2:

1) pembelajaran dapat dilaksanakan dengan jumlah
peserta didik 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas ruang kelas;

2) lama belajar paling banyak 6 (enam) Jam
Pelajaran (JPL) per hari, dengan pengaturan
untuk PAUD, SD, dan sederajat 3 (tiga) jam
pelajaran per hari, serta SMP, SMA, dan sederajat

4 (empat) jam pelajaran per hari.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 Februari 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 4 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 10

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM




